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RETRIBUSI 1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

a. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan fisik,
memberikan akibat Pemerintah Daerah untuk menata
pengembangan wilayah secara terarah dan terpadu yang
disesuaikan dengan kenyamanan serta keamanan lingkungan;

b. bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
dalam rangka menata wilayah sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu dilakukan penertiban dan pengendalian ruang
terhadap pendirian bangunan;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, maka
Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan
dengan kondisi saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b, ¢ perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan.



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 4139);



Memperhatikan :

10.

11.

12.

13.

14.

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Restribusi lzin Peruntukan Penggunaan Lahan (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 13 Seri C).

Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 10/174.2/DPRD/2010
tentang Persetujuan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah
menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi ;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.173-
Hukham/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bekasi tentang Izin Mendirikan Bangunan .



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 1ZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kota Bekasi.

Pemerintah Daerah adalah Walikota berserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Bekasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan adalah Dinas Penataan dan
Pengawasan Bangunan Kota Bekasi.

Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan adalah Kepala Dinas Penataan
dan Pengawasan Bangunan Kota Bekasi.

Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan dan Perizinan
Terpadu Kota Bekasi.

Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan
dan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;

Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai tempat
berlindung sarana kegiatan manusia.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau
sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses
perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,
pelestarian dan pembongkaran bangunan.

Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan,
yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.

Penyelenggara bangunan adalah pemilik bangunan, penyedia jasa konstruksi
bangunan dan pengguna bangunan.

Tim ahli bangunan gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait
dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan
teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan
terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah
penyelenggaraan bangunan tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara
kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan tertentu tersebut.

Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan yang disusun
secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis
bangunan baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun
pembongkaran bangunan.

Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan
administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang
ditetapkan.

Sertifikat Kelayakan Menggunakan Bangunan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan baik secara
administratif maupun teknis sesuai fungsi bangunan yang ditetapkan.

Penyedia jasa konstruksi bangunan adalah orang perorangan atau badan hukum
yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan,
meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawas/manajemen
konstruksi, termasuk pengkajian teknis bangunan dan penyedia jasa konstruksi
lainnya.

Lingkungan bangunan adalah lingkungan di sekitar bangunan yang menjadi
pertimbangan penyelenggaraan bangunan baik dari segi sosial, budaya maupun
dari segi ekosistem.

Rumah tinggal adalah bangunan yang fungsinya sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya sebagai hunian atau tempat tinggal.

Non Rumah tinggal adalah bangunan yang fungsinya untuk hunian tapi jumlahnya
lebih dari satu atau bangunan yang fungsinya selain untuk hunian baik sebagai
fungsi agama, usaha ataupun sosial budaya.



